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PENDAHULUAN

Data dari Kemenristekdikti tahun 2019 menyebutkan jumlah mahasiswa
terdaftar di Indonesia mencapai 8,3 juta orang (Kemenristekdikti, 2019). Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) mencatat, jumlah mahasiswa baru di Indonesia
terus meningkat sejak tahun ajaran 2016/2017 sampai 2018/2019. Pada tahun
ajaran 2018/2019 jumlah mahasiswa baru naik signifikan 20,1% menjadi 1,77 juta
orang (KataData, 2021). Jumlah total mahasiswa yang cukup besar tersebut menjadi
peluang sekaligus tantangan bagi negara/pemerintah untuk mengelolanya menjadi

kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkarakter.

Mahasiswa merupakan sosok yang unik, intelektual muda dan calon
pemimpin masa depan. Mahasiswa diharapkan dapat tampil menjadi sosok
intelektual yang berwawasan global, berbudaya Indonesia dan berkarakter
Pancasila. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan menjadi agen perubahan sosial
(agent of social change) dengan berpartisipasi aktif untuk menyebarkan dan
menerapkan nilai dan prinsip demokrasi di kampus. Upaya untuk
menumbuhkembangkan karakter mahasiswa, sesungguhnya telah difasilitasi oleh
perguruan tinggi baik PTN/PTS melalui sarana pembinaan mahasiswa di kampus
yang berbentuk organisasi kemahasiswaan intra kampus, baik dalam bentuk Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM), Senat Mahasiswa, Badan Eksektif Mahasiswa (BEM),
Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), dan sebagainya. Sebagian mahasiswa juga
dapat mengembangkan dirinya melalui organisasi berbasis kemahasiswaan ekstra
kampus, seperti HMI, PMII, IMM, KAMMI, GMNI dan sebagainya.

Di banyak kampus Indonesia, peran intelektual mahasiswa terlihat cukup
baik, yakni dengan munculnya berbagai inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi
yang diciptakan oleh mahasiswa, misalnya mobil hemat energi, smart robotic, mesin
pengolahan hasil pertanian dan penemuan lainnya. Peran sosial mahasiswa
Indonesia juga semakin terlihat, misalnya menjadi duta kemanusiaan, pelaku

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, relawan penyuluhan kesehatan dan



sebagainya. Namun di sisi lain, masyarakat juga merasa miris dengan perilaku
sebagian oknum mahasiswa yang menciderai demokrasi di Indonesia, misalnya
terjadinya tawuran antar mahasiswa, masih terjadinya aksi perpeloncoan mahasiswa
baru ataupun demonstrasi mahasiswa yang berakhir ricuh, bahkan menelan korban
jiwa. Sebagai contoh, September 2021, terjadi tawuran antar mahasiswa di dalam
kampus, di mana polisi menangkap 26 mahasiswa Universitas Hasanuddin
(UNHAS) di Kota Makassar, buntut tawuran Fakultas Teknik dan Fakultas
Peternakan. Di bulan Oktober 2021, polisi telah memeriksa 18 saksi pada kasus
tewasnya mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) ketika mengikuti Diklat
Resimen Mahasiswa (Menwa) di kampus UNS.

Dari berbagai fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa, khususnya
peristiwa tawuran, perpeloncoan, ataupun demonstrasi anarkis, semuanya
menjadikan catatan sekaligus evaluasi terkait pemahaman mahasiswa terhadap
nilai-nilai demokrasi. Ini menjadi pertanyaan besar masyarakat, apakah kampus
telah mengabaikan penyampaian pengetahuan nilai-nilai demokrasi kepada
mahasiswa? apakah organisasi kemahasiswaan juga tidak mengajarkan nilai dan
prinsip demokrasi? atau ada hal yang lainnya yang luput diperhatikan oleh kampus
dalam rangka pembinaan karakter mahasiswa. Sesungguhnya, penanaman nilai
demokrasi pada mahasiswa tidak hanya dengan memberikan pengetahuan
(knowledge) tentang nilai demokrasi saja, tetapi juga mengembangkan nilai
demokrasi (democracy values) pada diri mahasiswa, sehingga terbentuk pribadi
dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai demokrasi (Rube’i & Suhaida,
2021).



BAB Il
PEMBAHASAN

A. Mahasiswa Indonesia yang Berkarakter

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah mahasiswa yang
besar, hal ini tercermin dari jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia
(Kemenristekdikti, 2019). Saat ini, terdapat lebih dari 4.600 perguruan tinggi di
Indonesia. Angka tersebut terdiri dari 32% Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah
berbagai kementerian, serta 68% sisanya Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dengan
banyaknya perguruan tinggi yang sekaligus banyak mendidik mahasiswa untuk
menjadi sarjana, maka penanaman nilai-nilai kebangsaan di kampus menjadi sangat
penting. Tujuan utama pemberian nilai-nilai kebangsaan tersebut adalah
terbentuknya mahasiswa Indonesia yang berkarakter sebagai calon-calon pemimpin

masa depan.

Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
telah memberikan arahan kepada institusi/lembaga pendidikan pada semua jenjang
mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar menengah dan juga pendidikan
tinggi tentang profil pelajar pancasila. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi
Kemendikbud sebagaimana tertuang dalam dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah perwujudan pelajar Indonesia
sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 (enam) profil pelajar Pancasila (Kompas,
2021), yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, 2)
berkebinekaan global, 3) bergotong royong, 4) mandiri, 5) bernalar kritis dan 6)

kreatif.

Dalam konteks pendidikan tinggi (kampus), maka profil pelajar Pancasila
sesungguhnya bisa pula diartikan sebagai profil mahasiswa Pancasila, terlebih lagi
saat ini perguruan tinggi telah berada di dalam satu kementerian, yakni Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ini artinya

bahwa kebijakan pendidikan tentang profil pelajar Pancasila dapat pula



diimplementasikan di kampus dalam rangka penyiapan mahasiswa yang berkarakter
Pancasila. Oleh karenanya, kampus selain menjadi tempat untuk memberikan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), sejatinya kampus harus mampu
membentuk pribadi mahasiswa berkarakter yang menerapkan nilai-nilai demokrasi,

sebagai salah satu nilai dari 14 (empatbelas) nilai-nilai kebangsaan.

Mahasiswa berkarakter adalah mahasiswa yang memahami tugas dan
fungsinya sebagai mahasiswa yang ditandai dengan upaya yang sungguh-sungguh
dalam dirinya untuk senatiasa meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan,
nilai dan sikapnya dengan berbagai aktifitas yang dijalani baik melalui kegiatan
perkuliahan, aktif dalam berorganisasi ekstra atau intra kampus untuk
mengembangkan potensi dirinya melalui pengelolaan waktu yang adil yaitu pandai
menempatkan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan, situasi, kondisi,
toleransi, pantauan dan jangkauan yang ada pada dirinya dan lingkungannya
(Tuasikal, 2020).

Mahasiswa berkarakter juga lebih dewasa dalam menyikapi persoalan yang
datang menghampirinya. Jika menghadapi masalah dirinya tenang, optimis, penuh
percaya diri, tidak menyalahkan orang lain, memecahkan masalah dengan arif dan
bijaksana, memiliki kemampuan mengendalikan dirinya, memahami kelemahan dan
kelebihan dirinya dan orang lain, pandai menempatkan diri dengan siapa yang
dihadapinya, mampu berkomunikasi dengan efektif dengan semua orang karena

memiliki kecerdasan sosio-emosional.

Mahasiswa berkarakter umumnya adalah seorang yang taat menjalankan
ibadah kepada Tuhannya, memiliki kecerdasan spritual dalam melakukan kegiatan
kesehariannya dan selalu mendasari aktifitasnya dengan niat beribadah kepada-
Nya. Mahasiswa berkarakter memiliki kemampuan untuk menyelesaikan studi
dengan memadukan prinsip “kuliah selesai tepat waktu dan di waktu yang tepat”
sehingga menjadi mahasiswa unggul. Mahasiswa yang berkualitas menjadi salah
satu kata kunci untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Mahasiswa yang
berkualitas baik IPTEKS maupun IMTAQ serta cinta tanah air inilah merupakan

kekuatan untuk memenangkan kompetensi dalam iklim persaingan global.



B. Menanamkan Nilai Demokrasi di Organisasi Kemahasiswaan

Perkembangan sikap demokrasi warganegara saat ini masih jauh dari kata
harapan untuk bisa memenuhi beberapa kriteria atau aspek variabel dalam sistem
demokrasi yang dianut oleh Bangsa Indonesia (Freedman & Tiburzi, 2012). Masih
rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai
demokrasi, ini merupakan salah satu faktor penyebab lemahnya sikap demokratis
warganegara (Adisel & Suryati, 2021). Untuk menjadikan warga negara yang
demokratis harus dimulai dari wahana pendidikan demokrasi yang baik, dengan
pendidikan demokrasi yang baik maka karakter warga negara pun akan tercermin
(Rube’i & Suhaida, 2021).

Demokrasi memang tidak diwarisi, tetapi ditangkap dan dicerna melalui
proses belajar oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan suatu proses
pendidikan demokrasi. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warganegara dan
perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu
mind set (kerangka berfikir) dan setting social (rancangan masyarakat) dengan
menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup bernegara baik oleh rakyat
maupun oleh pemerintah. Oleh karenanya pembelajaran demokrasi merupakan

suatu keharusan ditanamkan dalam proses pendidikan (Pusposari, 2017) .

Fenomena terjadinya kasus kekerasan yang cenderung mengarah kepada
tindakan kriminal yang dilakukan sebagian oknum mahasiswa, seperti tawuran antar
mahasiswa, perpeloncoan kepada mahasiswa baru (mahasiswa yunior), penyebaran
berita bohong (hoax) dan aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan, menjadi
bukti bahwa mahasiswa belum memahami konsep dan tata nilai yang terkandung
dalam UUD 1945, yakni nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat dan nilai kesamaan
hukum. Prilaku kriminal yang dilakukan oleh oknum mahasiswa menjadikan
masyarakat resah dan berpresepsi negatif kepada mahasiswa yang seharusnya
memberikan keteladanan kepada adik-adiknya di jenjang pendidikan dasar dan

menengah.

Dalam konteks pendidikan tinggi, maka penanaman nilai-nilai demokrasi
tidaklah cukup dengan mewajibkan mahasiswa mengambil Kurikulum Mata Kuliah
Umum (MKU), yakni mata kuliah Pendidikan Pancasila dan mata kuliah

Kewarganegaraan, namun harus lebih itu dengan melakukan pendekatan non



kurikulum (non SKS). Pendekatan itu dapat dilakukan kampus dengan
mengoptimalkan fasilitas kampus yang berkaitan langsung dengan mahasiswa,
yakni organisasi kemahasiswaan kampus. Pendekatan tersebut menjadi efektif
karena tidak dibatasi waktu dan SKS, tidak dibatasi ruang dan jarak dan juga tidak

dibatasi penilaian formal kuliah.

Organisasi kemahasiswaan kampus adalah organisasi yang bergerak di
bidang kemahasiswaan, dilengkapi dengan perangkat teknis yang jelas dan
terencana seperti struktur, mekanisme, fungsi, prosedur, program kerja, dan unsur-
unsur lain yang berfungsi mengarahkan semua potensi yang ada dalam organisasi
menuju tujuannya atau tujuan akhir yang ingin dicapai (Syahrul et al., 2020).
Organisasi kemahasiswaan dapat memberikan kesempatan mengembangkan diri
dalam berbagai aspek, seperti kepemimpinan, manajemen organisasi, team building,
networking dan human relation. Organisasi kemahasiswaan sebagai wahana juga
sarana pengembangan diri menuju perluasan wawasan cendekiawan serta

mempersiapkan integritas kepribadian peningkatan taraf hidup masyarakat.

Organisasi kemahasiswaan terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni organsisasi intra
kampus dan ekstra kampus (Maesaroh, 2021). Organisasi eksternal kampus dan
organisasi internal kampus secara umum dapat terkategori dalam organisasi
kampus. Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, umumnya berada di luar
lingkup kampus yang berafiliasi dengan ormas atau partai politik tertentu walau tidak
secara eksplisit, contohnya PMIl, HMI, GMKI, PMKRI, IMM, KAMMI, GMNI, atau
LMND (Syahrul et al., 2020). Organisasi kemahasiswaaan intra kampus mempunyai
tugas pokok dan fungsi legislatif dan eksekutif, secara formal berkedudukan resmi
dan melekat dalam kampus, contohnya UKM, BEM, BPM, Klub Peminatan Studi,

dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 14
ayat 2, melalui Ormawa, mahasiswa menjalankan kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler di perguruan tinggi. Pada ayat 2 menjelaskan fungsi ormawa yaitu
mewadahi kegiatan mahasiswa, mengembangkan kreatifitas, tanggung jawab sosial,
memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa. Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/1998 mengatur tentang dasar-dasar

norma, peran dan fungsi ormawa atau organisasi kemahasiswaan.



Organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus, idealnya
menjadi sarana untuk melatih mahasiswa memahami konsep dan nilai-nilai
demokrasi dan kebangsaan. Nilai demokrasi yang terkandung dalam UUD Negara
Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, di
mana setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap
penyelenggaran pemerintahan. Konsep kebebasan yang bertanggungjawab inilah
yang seharusnya menjadi konsen prilaku yang terus menerus harus ditanamkan

kepada setiap mahasiswa.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan perguruan tinggi dalam
rangka mengoptimalkan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) kampus sebagai

saran penanaman nilai-nilai demokrasi sebagai berikut:

1. Proses rekrutmen anggota baru dari Ormawa, harus dilakukan dengan
menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan menghapus berbagai bentuk
perpeloncoan dan intimidasi yang tidak mendidik. Proses rekrutmen yang
menerapkan prinsip demokrasi ini sesungguhnya memberikan pembelajaran
awal kepada para mahasiswa baru bahwa sesungguhnya senior mereka telah
mengajarkan nilai-nilai demokrasi kepada yuniornya.

2. Memastikan bahwa Ormawa di dalam kampus telah memiliki kerangka program
kerja atau program kegiatan terkait dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan
secara umum, dan nilai demokrasi secara khusus. Bentuk kegiatan yang
dilakukan bisa bervariasi yang disesuaikan dengan ciri khas dari Ormawa
tersebut, misalnya UKM Kesenian mengadakan pagelaran seni yang
mengangkat nilai-nilai demokrasi, UKM Kesehatan mengadakan bakti sosial
kemanusiaan untuk daerah 3T, atau BEM/BPM dengan kegiatan seminar nilai-
nilai demokrasi kampus dan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
Kegiatan tersebut perlu terprogram dan terjadwal secara periodik di masing-
masing ormawa

3. Perlunya dilakukan kegiatan terpadu antara berbagai ormawa kampus dengan
kegiatan bersama dan bergotong royong dengan mengambil tema kebangsaan.
Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mengambil waktu pada even libur
kebangsaan, misal saat 17 Agustus, Sumpah Pemuda atau hari Pahlawan.

Kegiatan bersama ini penting untuk memastikan bahwa semua elemen ormawa



memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan yang baik dan bertekad untuk
menerapkannya dalam kehidupan kampus yang damai dan aman.

. Program pembinaan kebangsaan terhadap ormawa kampus perlu dilakukan oleh
otoritas kampus (pimpinan kampus) secara periodik dengan menghadirkan para
pembicara/narasumber yang kompeten untuk mendesiminasikan nilai-nilai
kebangsaaan kepada para pengurus dan anggota ormawa kampus.

. Para pengurus ormawa kampus harus menjadi pelopor implementasi nilai-nilai
demokrasi di kampus, dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang
bernuansa kebangsaan yang diselenggarakan internal maupun eksternal
kampus. Para pengurus ormawa ini menjadi garda terdepan untuk
menyampaikan pesan baik nilai-nilai demokrasi kepada sivitas akademika

kampus.
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Demokrasi memang tidak diwarisi, tetapi ditangkap dan dicerna melalui
proses belajar oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan suatu proses
pendidikan demokrasi. Sesungguhnya, penanaman nilai demokrasi pada mahasiswa
tidak hanya dengan memberikan pengetahuan (knowledge) tentang nilai demokrasi
saja, tetapi juga mengembangkan nilai demokrasi (democracy values) pada diri
mahasiswa, sehingga terbentuk pribadi dengan sikap dan perilaku yang sesuai

dengan nilai demokrasi.

Penanaman nilai-nilai demokrasi di perguruan tinggi seyogyanya tidak hanya
dilakukan dengan pendekatan formal melalui kurikulum mata kuliah umum
(Pancasila dan Kewarganegaraan), namun dapat pula dilakukan dengan pendekatan
non formal melalui optimalisasi peran dan fungsi organisasi kemahasiswaan
(ormawa) di kampus. Ormawa dapat memberikan kesempatan mengembangkan diri
dalam berbagai aspek: kepemimpinan, manajemen organisasi, team building,
networking dan human relation. Ormawa sejatinya dapat mendorong mahasiswa

menjadi generasi yang berkarakter dan memahami nilai-nilai demokrasi.

Ada lima strategi yang dapat dilakukan kampus untuk menanamkan nilai-nilai
demokrasi melalui organisasi kemahasiswaan, yakni: 1) proses rekrutmen anggota
baru dari ormawa yang dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi
dengan menghapus berbagai bentuk perpeloncoan dan intimidasi yang tidak
mendidik, 2) memastikan bahwa ormawa di dalam kampus memiliki program kerja
atau program kegiatan terkait dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan/demokrasi,
3) perlunya dilakukan kegiatan terpadu antara berbagai ormawa kampus dengan
kegiatan bersama dengan mengambil tema kebangsaan/demokrasi, 4) adanya
program pembinaan kebangsaan terhadap ormawa kampus yang dilakukan oleh
otoritas kampus (pimpinan kampus) secara periodik, dan 5) menjadikan pengurus

ormawa kampus menjadi pelopor implementasi nilai-nilai demokrasi di kampus.
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